
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.127, 2020  PERBANKAN. BI. Perizinan Terpadu. Front Office 

Perizinan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6511) 
 

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 22/8/PBI/2020 

TENTANG 

PERIZINAN TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE 

PERIZINAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tujuan Bank Indonesia 

untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas di bidang 

moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran 

dan pengelolaan uang rupiah; 

  b. bahwa dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bank 

Indonesia memberikan perizinan di bidang moneter, 

makroprudensial, serta sistem pembayaran dan 

pengelolaan uang rupiah;    

  c. bahwa untuk meningkatkan aspek pelayanan dan tata 

kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien 

dalam penyampaian permohonan perizinan, Bank 

Indonesia memandang perlu untuk memberikan 

pelayanan perizinan terpadu secara elektronik dengan 

dukungan aplikasi; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang 
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Perizinan Terpadu Bank Indonesia melalui Front Office 

Perizinan; 

 

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4962);  

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERIZINAN 

TERPADU BANK INDONESIA MELALUI FRONT OFFICE 

PERIZINAN. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang mengenai perbankan, dan bank 

syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang mengenai perbankan syariah.  

2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan 

Bank yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.  

3. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan 

perizinan kepada Bank Indonesia. 
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4. Front Office Perizinan yang selanjutnya disebut FO 

Perizinan adalah fungsi perizinan di Bank Indonesia 

yang berhubungan langsung dengan Pemohon. 

5. Konsultasi Awal adalah pelayanan berupa pemberian 

informasi awal kepada Pemohon. 

6. Hak Akses adalah hak yang diberikan kepada Pemohon 

berupa nama pengguna dan kata kunci untuk 

mengakses aplikasi perizinan Bank Indonesia. 

 

Pasal 2 

(1) Prinsip perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO 

Perizinan meliputi: 

a. transparan; 

b. akuntabel; 

c. efektif dan efisien; dan  

d. dilaksanakan secara terpadu. 

(2) Tujuan perizinan terpadu Bank Indonesia melalui FO 

Perizinan untuk memudahkan pelayanan  perizinan 

yang diajukan oleh Pemohon.  

   

Pasal 3 

Perizinan meliputi: 

a. izin; 

b. persetujuan; dan  

c. layanan,  

kegiatan di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem 

pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. 

 

Pasal 4 

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak 

termasuk: 

a. persetujuan penyelenggaraan pengembangan kegiatan 

jasa sistem pembayaran, pengembangan produk dan 

aktivitas jasa sistem pembayaran, serta persetujuan 

kerja sama sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan 

pemrosesan transaksi pembayaran;   
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b. penetapan sebagai lembaga standar, penetapan 

sebagai lembaga services, dan/atau persetujuan 

sebagai lembaga switching sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Bank Indonesia mengenai gerbang 

pembayaran nasional (national payment gateway); dan 

c. izin atau persetujuan terkait pelaksanaan resolusi 

bank umum melalui pendirian bank perantara oleh 

Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai hubungan 

operasional bank perantara dengan Bank Indonesia. 

 

Pasal 5 

(1) Pihak yang dapat menjadi Pemohon: 

a. Bank; 

b. Lembaga Selain Bank;  

c. kementerian atau lembaga; dan 

d. pihak lainnya, 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank 

Indonesia mengenai perizinan terkait.  

(2) Bank yang berupa bank perkreditan rakyat atau bank 

pembiayaan rakyat syariah hanya dapat mengajukan 

permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai bank 

perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat 

syariah.  

 

Pasal 6 

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 dan pihak yang dapat menjadi 

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur 

dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  
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BAB II 

PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN PEMROSESAN 

PERIZINAN  

 

Pasal 7 

(1) Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 disampaikan Pemohon kepada Bank Indonesia 

melalui FO Perizinan.  

(2) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan 

huruf b secara nirkertas melalui aplikasi perizinan 

Bank Indonesia.  

(3) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c secara 

nirkertas melalui aplikasi layanan Bank Indonesia. 

(4) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Pemohon 

memperoleh Hak Akses dari Bank Indonesia.  

 

Pasal 8 

(1) Dalam memproses permohonan perizinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Bank Indonesia 

melakukan penelitian: 

a. kelengkapan; 

b. kebenaran administratif; dan 

c. kebenaran substantif, 

atas dokumen persyaratan yang disampaikan oleh 

Pemohon.  

(2) Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan 

kebenaran administratif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b terhadap permohonan 

perizinan dan dokumen persyaratan pada saat 

permohonan perizinan dan dokumen persyaratan 

diterima. 

(3) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) telah lengkap dan benar secara 

administratif, Bank Indonesia melakukan proses 
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penelitian kebenaran substantif sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terkait. 

(4) Berdasarkan hasil penelitian kebenaran substantif, 

Bank Indonesia melakukan proses pemberian 

persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan 

Bank Indonesia mengenai perizinan terkait. 

(5) Dalam hal dokumen persyaratan belum lengkap dan 

benar secara administratif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Bank Indonesia meminta Pemohon untuk 

melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui 

dokumen persyaratan.  

 

Pasal 9 

(1) Pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dalam 

jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.  

(2) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan dokumen 

persyaratan sampai dengan batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menolak 

permohonan perizinan.   

(3) Pemohon hanya dapat mengajukan permohonan 

perizinan yang sama dalam jangka waktu tertentu yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sejak penolakan 

permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2).  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu 

penyampaian permohonan diatur dalam Peraturan 

Anggota Dewan Gubernur.  

 

Pasal 10 

(1) Pemohon harus menyimpan dokumen persyaratan asli 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang 

telah disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank 

Indonesia. 
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(2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan jangka waktu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

(3) Bank Indonesia dapat meminta Pemohon 

menyampaikan dan/atau menunjukkan asli dokumen 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(1).  

 

Pasal 11 

Dalam proses pemberian persetujuan atau penolakan 

terhadap permohonan perizinan yang diajukan oleh 

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), 

Bank Indonesia dapat meminta dokumen tambahan. 

 

Pasal 12 

Pemohon harus memastikan keabsahan dan kebenaran 

setiap dokumen, data, dan/atau informasi yang 

disampaikan kepada Bank Indonesia. 

 

Pasal 13 

(1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau 

penolakan atas permohonan perizinan yang diajukan 

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(1). 

(2) Persetujuan atau penolakan untuk permohonan 

perizinan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia. 

(3) Persetujuan atau penolakan untuk permohonan 

perizinan melalui aplikasi layanan Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) 

disampaikan melalui surat kepada Pemohon. 

(4) Dalam hal permohonan perizinan ditolak oleh Bank 

Indonesia, pengajuan kembali permohonan perizinan 

mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai 

perizinan terkait.  
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Pasal 14 

Dokumen persyaratan dalam permohonan perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan 

persyaratan serta tata cara pemberian persetujuan atau 

penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank 

Indonesia mengenai perizinan terkait. 

 

Pasal 15 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 

penyampaian permohonan dan pemrosesan perizinan diatur 

dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  

 

BAB III 

KONSULTASI AWAL  

 

Pasal 16 

(1) Pemohon yang akan melakukan permohonan perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat meminta 

Konsultasi Awal kepada Bank Indonesia.  

(2) Ketentuan mengenai Konsultasi Awal diatur dalam 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  

 

BAB IV 

KEADAAN TIDAK NORMAL DAN/ATAU KEADAAN KAHAR   

 

Pasal 17 

(1) Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau 

keadaan kahar di lokasi Bank Indonesia selama proses 

perizinan, Bank Indonesia memberitahukan keadaan 

tidak normal dan/atau keadaan kahar kepada 

Pemohon berikut langkah penanganan untuk 

mengatasi keadaan tidak normal dan/atau keadaan 

kahar.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pemberitahuan  dan langkah penanganan keadaan 
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tidak normal dan/atau keadaan kahar diatur dalam 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur.  

 

BAB V 

PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB 

 

Pasal 18 

Bank Indonesia dibebaskan dari segala tuntutan atas 

kerugian Pemohon yang timbul dan/atau yang akan timbul 

akibat kelalaian Pemohon serta keadaan tidak normal 

dan/atau keadaan kahar dalam penyelenggaran perizinan 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia 

ini.  

 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 19 

(1) Dalam hal aplikasi perizinan Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan 

aplikasi layanan Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) belum dapat 

diimplementasikan untuk perizinan tertentu, 

permohonan perizinan disampaikan secara langsung 

kepada Bank Indonesia. 

(2) Persetujuan atau penolakan permohonan perizinan 

yang disampaikan secara langsung kepada Bank 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Pemohon 

melalui surat. 

  

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 20  

Permohonan perizinan yang telah disampaikan oleh 

Pemohon dan diterima oleh Bank Indonesia sebelum 
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berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap diproses 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai 

perizinan terkait.  

 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, 

semua ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai perizinan di Bank Indonesia dinyatakan masih 

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.  

 

Pasal 22 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 

Mei 2020. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 29 April 2020 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

ttd 

 

PERRY WARJIYO 

 

Diundangkan di Jakarta   

pada tanggal.30 April 2020 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 




